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PERATURAN GUBERNUR BANTEN 

 NOMOR 64 TAHUN 2014 

TENTANG  

STANDAR KOMPETENSI TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA DAN 

ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEJABAT 

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR BANTEN, 

Menimbang  :  a.  bahwa  dalam rangka meningkatkan efektivitas, 

efisiensi dan akuntabilitas tim verifikasi berbasis 

kinerja yang optimal dan tepat waktu, diperlukan 

standar kompetensi personel yang terintegrasi dalam 

melaksanakan verifikasi rencana kerja dan anggaran 

satuan kerja perangkat daerah dan pejabat pengelola 

keuangan daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapakan 

Peraturan Gubenur tentang Standar Kompetensi Tim 

Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah. 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4010); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 



 - 3 - 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 

2011 tentang Standar Operasional Prosedur di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 

2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi 

Banten Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah 

Nomor 2, Seri A); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 

2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat 

Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi 

Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Banten Nomor 41); 

14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Gubernur  Nomor 44 Tahun 2008 

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten 

Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem Dan Prosedur 

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita 

Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 44). 

 
MEMUTUSKAN:  

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR 

KOMPETENSI TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA DAN 

ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN 

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Banten. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
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3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. 

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai 

dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas 

dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

Daerah Provinsi Banten selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat 

SKPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 

selanjutnya disingkat DPPKD selaku pengguna anggaran/pengguna 

barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

9. Organisasi adalah unsure pemerintahan daerah yang terdiri dari 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, 

program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah serta rencana 

pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan 

belanja daerah. 

11. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran 

Badan/Dinas/Biro Keuangan/Bagian Keuangan selaku Bendahara 

Umum Daerah. 

12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala 

Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD 

adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah 

dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 
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14. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat 

pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai 

Bendahara Umum Daerah. 

15. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 

pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan 

tugas pokok dan fungus satuan kerja perangkat daerah yang 

dipimpinnya. 

16. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 

yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan 

pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 

satuan kerja perangkat daerah. 

17. Koordinator Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat 

Koordinator PPTK adalah pejabat pada unit kerja satuan kerja 

perangkat daerah yang merupakan atasan langsung Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan yang mengkoordinasikan satu atau beberapa kegiatan 

dari satu atau beberapa program sesuai dengan bidang tugasnya. 

18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah  

pejabat pada unit kerja satuan kerja perangkat daerah yang 

melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

19. Unit Kerja adalah bagian dari satuan kerja perangkat daerah yang 

melaksanakan satu atau beberapa program. 

20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah 

Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang dipimpin oleh 

Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta 

melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah yang anggotanya terdiri dari 

pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan 

pejabat lainnnya sesuai dengan kebutuhan. 

21. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan 

bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang 

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS 

adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal 

anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja 

dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebelum disepakati 

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

23. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau 

telah dicapai sehubungan denga penggunaan anggaran dengan 

kuantitas dan kualitas yang terukur. 
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24. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang 

menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan 

pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut 

yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, 

memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. 

25. Program adalah penjabaran kebijakan satuan kerja perangkat daerah 

dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 

menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil 

yang terukur sesuai dengan misi satuan kerja Perangkat Daerah. 

26. Kegiatan adalah sebagian dari program yang dilaksanaan oleh satu 

atau lebih unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah sebagai 

bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan 

terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang 

berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk 

peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke 

semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk 

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa. 

27. Standar Kompetensi Tim Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus 

dimiliki seorang PNS dalam pelaksanaan tugas sebagai Tim Verifikasi 

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 

28. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh 

seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

perilaku yang diperlukan pada tugas jabatannya sehingga pegawai 

tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan 

efisien. 

29. Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan SOP dalam 

pekerjaannya. 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Gubernur ini disusun sebagai pedoman kompetensi yang 

dipersyaratkan untuk menjadi Tim Verifikasi Rencana Kerja dan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah. 

(2) Penerapan Standar ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, 

efisiensi, dan ketepatan waktu dalam proses penelitian RKA-

SKPD/RKA-PPKD Provinsi Banten. 
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BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

(1) Ruang lingkup Standar Kompetensi Tim Verifikasi RKA-SKPD/ RKA-

PPKD, meliputi : 

a. Standar Kompetensi Tim Verifikasi di Bidang Perencanaan 

Pembangunan; 

b. Standar Kompetensi Tim Verifikasi di Bidang Ekonomi dan 

Administrasi Pembangunan; dan 

c. Standar Kompetensi Tim Verifikasi di Bidang Keuangan Daerah. 

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum 

dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

 

BAB III 

KENTENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Banten. 

Ditetapkan di Serang 
pada tanggal : 8 Desember 2014 

Plt.GUBERNUR BANTEN, 

 

ttd 
 

R A N O   K A R N O 

Diundangkan di Serang 
pada tanggal : 8 Desember 2014 

Plt.SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI BANTEN, 

ttd 

WIDODO HADI 

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 64 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 
H. SAMSIR, SH. M.Si 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19611214 198603 1 008 


